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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita. 

Pernikahan itu sendiri adalah Sunnatullah, yang tujuannya adalah untuk 

mencapai kedamaian hidup dengan membiarkan manusia hidup bersama 

sebagai pasangan. 

Perkawinan sendiri memiliki artian dalam agama Islam yang berarti 

nilai ibadah, dijelaskan kembali dalam pasal 2 KHI yang didalamnya 

menjelaskan arti dari suatu perkawinan yaitu, suatu ikatan yang apabila 

ikatan tersebut dilakukan berarti kita telah mentaati perintah Allah dan 

untuk melaksanakannya terhitung  mendapatkan ibadah. 

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan menjelaskan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Jadi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.2 

                                                             
1 Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
2 Pasal 2, ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 
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Islam tidak hanya menganggap pernikahan sebagai sarana untuk 

mencapai kenikmatan lahiriah semata tetapi lebih dari itu untuk menjadi 

bagian dari pemenuhan naluri berdasarkan aturan Allah (bernilai ibadah). 

Hal ini sesuai dengan isi pasal 2 KHI, yang menyatakan sebagai berikut : 

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan 

ibadah” 

Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan dianggap sah dan 

dapat terlaksana apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. 

menetapkan akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai 

rukun dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu diantara rukun tersebut 

maka perkawinan tidak sah. Sementara mahar ditempatkan sebagai syarat 

dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus 

dilaksanakan dalam masa perkawinan.3 

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan adalah 

apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada Kantor 

Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang 

dianutnya masing-masing.4 

Selama lperkawinan ltersebut lbelum ldidaftarkan lmaka lperkawinan 

ltersebut lmasih lbelum ldianggap lsah lmenurut lketentuan lhukum lnegara 

                                                             
3 Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta : Kencana, 2003), 87. 
4 Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta :UI Pres, 1986), Cet. Ke-5, 175. 
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lmeskipun lpekawinan ltersebut lsudah lmemenuhi lprosedur ldan ltata lcara 

lkeagamaan lpencatatan lnikah.5 

Ketentuan lpencatatan lnikah ldiatur ldalam lUndang-undang lperkawinan 

lNo.1 lTahun l1974 ltentang lPerkawinan lPasal l2 layat l2, lKompilasi lHukum 

lIslam lPasal l5 layat l1, ldan lPMA lNo l20 ltahun l2019.6 

Pengertian lpencatatan lpernikahan ladalah lkegiatan lmenulis lyang 

ldilakukan loleh lseseorang lmengenai lsuatu lperistiwa lyang lterjadi. 

lPencatatan lnikah lsangat lpenting ldilaksanakan loleh lpasangan lmempelai 

lkarena lbuku lnikah lyang lmereka lperoleh lmerupakan lbukti lotentik ltentang 

lkeabsahan lpernikahan litu lbaik lsecara lagama lmaupun lnegara. lDengan lbuku 

lnikah ltersebut, lmaka ldapat lmembuktikan lketurunan lsah lyang ldihasilkan 

ldari lperkawinan ltersebut ldan lmemperoleh lhak-haknya lsebagai lahli lwaris.7 

Pecatatan lpernikahan lmerupakan lpendataan ladministrasi lperkawinan 

lyang lbertujuan luntuk lmenciptakan lketertiban lperkawinan ldi lmasyarakat, 

lbaik lpelaksanaan lperkawinan lberdasarkan lhukum lIslam lmaupun 

lperkawinan lyang ldilaksanakan loleh lmasyarakat ltidak lberdasarkan lhukum 

lIslam. lSyari'at lIslam ltidak lmewajibkan ladanya lpencatatan lterhadap lsetiap 

lterjadinya lakad lperkawinan, lnamun ldilihat ldari lsegi lmanfaatnya lpencatatan 

lperkawinan lsangat ldiperlukan, lkarena lpencatatan lperkawinan ldapat 

ldijadikan lsebagai lalat lbukti lyang lotentik lagar lseseorang lmendapatkan 

                                                             
5 lSyaharani, lMasalah-masalah lHukum lPerkawinan ldi lIndonesia, l(Bandung: lAlumni, ltth), l10. 
6 lDirektorat lPembinaan lBadan lPeradilan lAgama lIslam, lKompilasi lHukum lIslam, l(Jakarta: 
lDepartemen lAgama, l2001), 15. 
7 lMoh lMakdum ldkk, lEfektivitas lPencatatan lPerkawinan ldi lkantor lUrusan lAgama l(KUA) 
lKecamatan lTambelang lKabupaten lJombang, lJurnal lHukum lIslam, lNo. l1, l(April, l2006), ll20. 
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lkepastian lhukum lserta luntuk lmenjaga lkesucian laspek lhukum lyang ltimbul 

ldari laspek lperkawinan. 

Sistem lInformasi lManajemen lNikah lyang ldisebut ldengan lSIMKAH 

lmerupakan lprogram lkomputer lyang lberbasis lWEB, lyang lmemiliki 

lkegunaan luntuk lmenghimpun ldata l– ldata lpernikahan ldi lKUA. lSeluruh 

lwilayah lIndonesia. lBanyak lhal lyang lmengalami lpeningkatan ldalam lEra 

lGlobalisasi, lmaka lDitjen lBimas lIslam lpun ltidak lingin lketinggalan ldalam 

lmengambil lbagian ldari lpada lbidang lpencatatan lpernikahan l ldengan 

lSIMKAH lonlinenya. llatar lbelakang ldilakukannya lmodernisasi lini ltentu 

luntuk lmengoptimalkan lkinerja lKUA ldalam lmemberikan lpelayanan lpada 

lsetiap lproses ldan ltahapan lpencatatan lpernikahan. lSelain litu, lSIMKAH ljuga 

lmenjadi lpenghimpun ldan lpenghubung ldata lpernikahan ldi lseluruh lwilayah 

lIndonesia. lHal lini lmenunjukan lintegritas lantar lsesama linstansi. 

Untuk lsaat lini, ltelah ldibentuk lhukum lperkawinan lbaru lyang lberlaku 

lbagi lmasyarakat lIndonesia lyakni lPeraturan lMenteri lAgama l(PMA) lnomor 

l20 ltahun l2019 ltentang lpencatatan lpernikahan. lPeraturan lMenteri lAgama 

l(PMA) lnomor l20 ltahun l2019 ltentang lpencatatan lpernikahan ldi lterbitkan 

luntuk lmelakukan ltertib ladministrasi, ltransparansi, ldan lkepastian lhukum 

ldalam lpelaksanaan lpernikhan lsecra lagama lIslam. lPeraturan lMenteri 

lAgama l(PMA) lNomor l20 ltahun l2019 ltentang lPenacatatan lPernikahan 

ldidalamnya lmengatur ltentang lpendaftran lkehendak lnikah, lpemeriksaan 

ldokumen lkehendak lnikah, lpenolakan lkehendak lnikah, lpengumuman 
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lkehendak lnikah, lperjanjian lperkawinan, lpelaksanaan lpencatatan lnikah, 

lpenyerahan lbuku lnikah. 

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga resmi negara yang 

ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama 

Indonesia di Kabupaten dan Kota di bidang urusan agama Islam dalam 

lingkup kecamatan. Salah satu tugas pokok yang di miliki oleh Kantor 

Urusan Agama (KUA) adalah mengenai maslah pencatatan pernikahan bagi 

penduduk Indonesia yang beragama Islam pada masing-masing Kecamatan.  

Berdasarkan lobservasi lawal lyang ldilakukan lpenulis ldi Desa 

Slumbung lKecamatan lNgadiluwih, pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat tentang keberadaan SIMKAH dinilai masih kurang. Masyarakat 

hanya mengetahui bahwasannya pendaftaran pernikahan dilakukan di KUA 

dengan menyerahkan berkas-berkas yang kemudian akan dicatat dalam 

blangko di KUA. Bahkan kebanyakan masyarakat Desa Slumbung lebih 

memilih untuk menjadikan P3N sebagai perantara pendaftaran pernikahan 

serta informasi yang didapatkan masyarakat tentang SIMKAH ini yang 

kurang merata. Pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan SIMKAH di 

KUA sangatlah penting, karena dengan keberadaan SIMKAH dapat 

mengurangi biaya pendaftaran pernikahan namun, jika menggunakan P3N 

akan menambah biaya dalam pendaftaran pernikahan, lalu pencatatan 

perkawinan akan menjadi lebih mudah. Seperti pemberkasan yang lebih 

rapih dan efisien, sehingga dalam pencatatannya tidak akan ada berkas yang 

terlewat maupun kurang. Untuk lebih jelasnya mengenai pencatatan nikah 
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yang ada di KUA Ngadiluwih pada tahun 2022 bulan Januari – November 

dapat dilihat pada Statistik Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Ngadiluwih. 

Tabel . 1 

Statistik Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Ngadiluwih TH : 2022 

No Bulan Jumlah 

1 Januari 50 

2 Februari 64 

3 Maret 76 

4 April 7 

5 Mei 58 

6 Juni 6 

7 Juli 117 

8 Agustus 11 

9 September 46 

10 Oktober 17 

11 November 11 

  Sumber : Statistik Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih 

Dari lpembahasan ldiatas lpeneliti lakan lmembahas PEMAHAMAN 

MASYARAKAT DESA SLUMBUNG WILAYAH KUA KECAMATAN 

NGADILUWIH TERHADAP SIMKAH (STUDI KASUS DI DESA 

SLUMBUNG KECAMATAN NGADILUWIH). 



7 

 

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam lpemaparan llatar lbelakang ldiatas, lmaka lperlunya lkita 

lmerumuskan lpermasalahan lterkait lpemahaman masyarakat Desa Slumbung 

terhadap SIMKAH l: 

1. Bagaimana lpemahaman masyarakat Desa Slumbung terhadap 

SIMKAH? 

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi ketidak pahaman masyarakat 

Desa Slumbung terhadap SIMKAH? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Lpemahaman masyarakat Desa Slumbung terhadap 

SIMKAH. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidak pahaman masyarakat 

Desa Slumbung terhadap SIMKAH. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan ipenelitian iadalah isebuah ikemanfaatan iyang idapat 

idiambil idari ihasil ipenelitian iseorang ipeneliti, iselain idari iitu ikegunaan 

ipenelitian ijuga idapat imemberikan igambaran itentang ikelayakan iatas 

ipermasalahan iyang iditeliti. iOleh ikarena iitu iDari ipenelitian iini, 

idiharapkan idapat imemberikan imanfaat iantara ilain isebagai iberikut: 

1.   Kegunaan isecara iteoritis 

Hasil ipenelitian iini isecara iteoritis idiharapkan idapat imenambah 

khasanah iilmu ipengetahuan ibaik ipenulis, imahasiswa ifakultas Syariah 
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dan ijuga imasyarakat ipada iumumnya idalam ibidang ihukum keluarga 

Islam iterutama imengenai pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH. 

2.   Kegunaan isecara ipraktis 

a.   Bagi iPeneliti 

Melalui lpenelitian lini ldiharapkan lagar lpeneliti ldapat lmeningkatkan 

lkemampuan lintelektual ldalam lmelakukan lpenelitian lkhususnya ldalam lhal 

pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH. 

b.   Bagi iLembaga iPendidikan iserta iPembaca/Mahasiswa iIAIN 

iKediri 

Hasil ipenelitian iini idapat idijadikan isebagai imasukan iyang 

ibernilai idalam ipengembangan iilmu ipengetahuan, idan ikepustakaan 

idalam ilembaga ipendidikan ikhususnya ibagi iFakultas isyari’ah, iagar 

idapat idimanfaatkan isebagai ibahan ireferensi itambahan itentang 

pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH. 

c.   Bagi iMasyarakat 

Hasil idari ipenelitian iini ijuga isangat idiharapkan iagar idapat 

memberikan ipengetahuan ibagi imasyarakat itentang ipentingnya 

pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH. 

Dari ipenelitian iini ipenulis ijuga imengharapkan iagar inantinya 

imasyarakat idapat iterhindar idari ipemikiran iyang isempit idan ijuga 

ipemahaman iyang ikurang ibenar iterhadap pemahaman masyarakat tentang 

SIMKAH.iPenulis ijuga iberharap iagar ipenelitian iini inantinya ibisa 

imenambah iwawasan ibaru iyang ibermanfaat ibagi imasyarakat. 
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E. Telaah Pustaka 

1. Skripsi lyang ldisusun loleh lAlfin lIndra lSahputra l(Institut lAgama lIslam 

lNegeri lPonorogo, l2022), ldengan ljudul l“Tinjauan lEfektivitas lHukum 

lTerhadap lImplementasi lPeraturan lMenteri lAgama lNo l20 lTahun l2019 

lTentang lPencatatan lPernikahan l(Studi lKasus ldi lKantor lUrusan lAgama 

lKecamatan lJiwan lKabupaten lMadiun)”. lSkripsi lini lmembahas ltentang 

limplementasi lPeraturan lMenteri lAgama lNo l20 lTahun l2019 ltentang 

lpencatatan lpernikahan ldi lKantor lUrusan lAgama lKecamatan lJiwan 

lditinjau ldari lefektifitas lhukum. lDimana ldalam lkesimpulan lini 

ldisebutkan lbahwa limplementasi lPMA lNo l20 lTahun l2019 ldi lKUA 

lJiwan ldalam lpelaksaan lpraktiknya lmempunyai lPasal lyang lsudah 

lterpenuhi ltetapi lada ljuga lyang lbelum lterpenuhi. lDari lsegi lsubstansi 

lhukum, lada l1 lPasal lyang lterlaksana ltapi ltidak lmaksimal lberkaitan 

ldengan ldokumen, ldan l2 lPasal lyang ltidak ldapat ldilaksanakan ldi 

lkarenakan lfaktor lfasilitas lsarana lyang ltidak lmendukung. lSedangkan 

ldari lfaktor lyang lmendukung ldan lmenghambat lPMA, lfaktor lpendukung 

limplementasi lmeliputi: lkerja lsama lantar lSDM lyang lbekerja ldi 

llingkungan lKUA lJiwan, lUU, lPP, lKMA lyang lmendukung lperkawinan, 

lKHI, lSarana lyang ltersedia ldi lKUA, lsedangkan lfaktor lyang 

lmenghambat limplementasi lPMA lmeliputi: lHubungan lantar lLembaga, 
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lSDM lyang lterbatas, lKualitas lSDM ldari lP3N, ldan lsarana lprasarana 

lyang ltidak ltersedia ldi lKUA lJiwan.8 

 Persamaan ldalam lskripsi lini ldengan lskripsi lyang lakan lpenulis lteliti 

ladalah lPenerapan lPeraturan lMenteri lAgama lNo l20 lTahun l2019 

ltentang lPencatatan lPernikahan ldi lKUA. lPerbedaannya ladalah ldalam 

lskripsi lini lmembahas ltentang lpenerapan lPMA lNo l20 lTahun l2019 

ltentang lpencatatan lpernikahan lyang lditinjau ldari lteori lefektifitas 

lhukum, lnamun lpeneliti lmemfokuskan lpenelitian lini lpada pemahaman 

dan pengetahuan masyarakat Desa Slumbung terhadap SIMKAH serta 

faktor yang mempengaruhinya. 

2. Skripsi lyang ldisusun loleh lIfadah lUmami, l(Universitas lIslam lNegeri 

lMaulana lMalik lIbrahim lMalang, l2019) ldengan ljudul l“Pandangan 

lKepala lKantor lUrusan lAgama lSe-Kota lMalang lTerhadap lUrgensi 

lKartu lNikah lDalam lPeraturan lMenteri lAgama lNomor l20 lTahun l2019 

lTentang lPencatatan lPernikahan”. lSkripsi lini lberfokus lpada lPandangan 

lKepala lKUA ltentang lurgensi lKatu lNikah ldalam lpelayanan lKUA, 

lkepala lKUA lada lyang lberpendapat ltentang lpentingnya lKartu lNikah 

lsebagai lopsi lpelayanan lKUA lyang lefisien lbagi lNegara ldan lefektif lbagi 

lpemohon. lSedangkan lKepala lKUA lyang llain lberpendapat lkartu lnikah 

ltidak lurgent ldikarenakan lsebagai lpelengkap lbuku lnikah, lbuku lnikah 

lsudah lmewakili lkartu lnikah. lAdapun lpermasalahan ldalam lskripsi lini 

                                                             
8 lAlfin lIndra lSahputra, l“Tinjauan lEfektivitas lHukum lTerhadap lImplementasi lPeraturan lMenteri 
lAgama lNo l20 lTahun l2019 lTentang lPencatatan lPernikahan l(Studi lKasus ldi lKantor lUrusan 
lAgama lKecamatan lJiwan lKabupaten lMadiun)”, l(Institut lAgama lIslam lNegeri lPonorogo, l2022). 
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lberupa ldari l5 lkantor lhanya l1 lkantor lyang lmenerapkan lpelayanan lkartu 

lnikah, lserta lhambatan ldari lserver, ldan lformat laplikasinya lyang lmasih 

ldalam ltahap lpengembangan lsehingga lsering lterjadi leror lbahkan ltidak 

ldapat ldigunakan.9 

  Persamaan lskripsi lini ldengan lpenelitian lyang lakan ldilakukan lyaitu 

lpenerapan lPeraturan lMenteri lAgama lNo l20 ltahun l2019 ltentang 

lpencatatan lpernikahan. lSedangkan lperbedaannya ladalah lskripsi lini 

lmembahas lurgensi lkepala lKUA lse lKota lMalang ltentang lkartu lnikah, 

lnamun lpeneliti lmemfokuskan lpada pemahaman dan pengetahuan 

masyarakat Desa Slumbung terhadap SIMKAH serta faktor yang 

mempengaruhinya. 

3. Skripsi lyang ldisusun loleh lLulu lLuthfia, l(Universitas lIslam lNegeri 

lSultan lMaulana lHasanudin lBanten, l2020), ldengan ljudul l“Efektivitas 

lPenerapan lAplikasi lSimkah lDalam lAdministrasi lPernikahan lDi lKua 

lKabupaten lPandeglang l(Studi lKasus lDi lKua-Kua lKabupaten 

lPandeglang)”. lFokus lpada lpenelitian lini lmembahas ltentang lefisiensi 

lpenerapan lSIMKAH ldi lKUA lKabupaten lPandeglang. lKesimpulan ldari 

lpenelitian lini lyaitu: lberbagai lkeunggulan ldan lkelebihan lyang ldimiliki 

ldalam lpencatatan lperkawinan lsecara lonline, ldi lKUA lKabupaten 

lPandeglang lbelum lberjalan lsecara lefektif, ldi llihat ldari lSistem 

lInformasi lManajemen lNikah lyang ldigunakan ldi lKUA lKabupaten 

                                                             
9 lIfadah lUmami, l“Pandangan lKepala lKantor lUrusan lAgama lSe-Kota lMalang lTerhadap lUrgensi 
lKartu lNikah lDalam lPeraturan lMenteri lAgama lNomor l20 lTahun l2019 lTentang lPencatatan 
lPernikahan”, l(Universitas lIslam lNegeri lMaulana lMalik lIbrahim lMalang, l2019). 
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lPandeglang, ldalam lpelayanan lmasyarakat lmasih lmenggunakan lSistem 

lInformasi lManajemen lNikah lberbasis ldekstob. lSesuai lintruksi ldari 

lBimas lIslam lntuk lmenggunakan lSIMKAH lWeb. lHal lini ldi lsebabkan 

lkarena lmasih lbanyaknya lkendala lyang lada lpada lSIMKAH lWeb. 

lAdapun lhambatan ldalam lpengoperasiannya lterletak ldi lbagian 

lservernya lsehingga lmengganggu lkoneksi lInternet, ldan lmembuat 

laplikasi lSIMKAH lWeb ltersebut lberjalan lsangat llambat. lHal lini 

lmengakibatkan lkurang lefektifnya laplikasi lSIMKAH lWeb ldalam 

lpenggunaannya, lsehingga lpenghulu ldan lkepala ldi lKUA lKabupaten 

lPandeglang lmasih lmenggunakan laplikasi lSIMKAH lyang llama ldalam 

lpelayanan lkepada lmasyarakat.10 

  Persamaan lskripsi ldengan lpenelitian lyang lakan ldi llakukan lterletak 

lpada lpenerapan laplikasi lSIMKAH ldi lKUA. lSedangkan lperbedaannya 

ladalah lskripsi lini lmembahas ltentang lkeunggulan ldan lkelebihan lyang 

ldimiliki loleh lSIMKAH lWeb. lBerbeda ldengan lpenelitian lini 

lmemfokuskan lpada pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa 

Slumbung terhadap SIMKAH serta faktor yang mempengaruinya. 

4. Skripsi lyang ldisusun loleh lMustaufiddin, l(Institut lAgama lIslam lNegeri 

lPonorogo, l2019) ldengan ljudul l“Implementasi lPma lNomor l19 lTahun 

l2018 lTentang lPencatatan lPerkawinan lBerbasis lSimkah lWeb lDan 

lKartu lPerkawinan lDi lKua lKecamatan lBabadan”. lFokus lpenelitian lini 

                                                             
10 lLulu lLuthfia, l“Efektivitas lPenerapan lAplikasi lSimkah lDalam lAdministrasi lPernikahan lDi 
lKua lKabupaten lPandeglang l(Studi lKasus lDi lKua-Kua lKabupaten lPandeglang)”, l(Universitas 
lIslam lNegeri lSultan lMaulana lHasanudin lBanten, l2020) 
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lpada lpencatatan lpernikahan ldengan lmenggunakan lsistim lonline ldan 

lkendala lyang ldihadapi lketika lmenggunakan lSIMKAH lWeb. 

lKesimpulan ldari lpenelitian lini lyaitu l: lPada lPenerapan lSIMKAH ldi 

lKUA lKecamatan lBabadan lberpedoman lpada lbuku lmodul lresmi 

lSIMKAH ldari lKemenag, lpenerapan lSIMKAH ldi lbeberapa lKUA 

lsudah lmaksimal lsesuai ldengan lInstruksi lDirektur lJendral lBimbingan 

lMasyarakat lIslam lNomor lDJ.II/369 ltentang lpenerapan lSistem 

lInformasi lManajemen lNikah l(SIMKAH) lpada lKUA lKecamatan 

lBabadan, lnamun lada lbeberapa lhambatan ldari lpenelitian lini lberupa 

lletak lgeografis, lInternet, ldan lkesalahan lidentitas lpada lkartu ltanda 

lpenduduk l(KTP) lyang lmenyebabkan lsulit ldi ladministrasikan latau 

ldidaftarkan ldi lweb lSIMKAH.11 

 Persamaan lskripsi ldengan lpenelitian lyang lakan ldi llakukan lterletak 

lpada lpenerapan laplikasi lSIMKAH ldi lKUA. lSedangkan lperbedaannya 

ladalah lskripsi lini lmembahas tentang lpencatatan lpernikahan ldengan 

lmenggunakan lsistem lonline ldan lkendala lyang ldihadapi lketika 

lmenggunakan lSIMKAH lWeb, berbeda dengan peneliti yaitu membahas 

tentang pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Slumbung 

terhadap SIMKAH serta faktor yang mempengaruhinya. 

5. Skripsi lyang ldisusun loleh lFathur lRizki lAlbiansyah, l(Universitas 

lNegeri lSunan lGunung lDjat lBandung l,2022). lDengan ljudul 

                                                             
11 lMustaufiddin, l“Implementasi lPma lNomor l19 lTahun l2018 lTentang lPencatatan lPerkawinan 
lBerbasis lSimkah lWeb lDan lKartu lPerkawinan lDi lKua lKecamatan lBabadan”, l(Institut lAgama 
lIslam lNegeri lPonorogo, l2019) 
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l“Evektifitas lSistem lInformasi lManajemen lNikah l(SIMKAH) ldalam 

lpencatatan lperkawinan ldi lKantor lUrusan lAgama lKecamatan lPriuk). 

lFokus lpenelitian lini lpada lSistem lInformasi lManajemen lNikah 

l(SIMKAH) ldi lKUA lKecamatan lPeriuk. lKesimpulan lpada lpenelitian 

lini lyaitu l: lbahwa lpencatatan lperkawinan ldengan lmenggunakan 

lSIMKAH lWeb llebih lefektif ldibandingkan lmenggunakan lmanual 

lmaupun lSIMKAH lDekstop. lMasalah lyang ldihadapi lsaat lpenerapan 

lSIMKAH ldapat ldiatasi ldengan lupaya lyang ldilakukan loleh lKUA 

lKecamatan lPeriuk. lPencatatan lperkawinan ldengan lmenggunakan 

lSIMKAH ldi lKUA lKecamatan lperiuk lsudah lberjalan ldengan lefektif. 

lKomponen lpendukung lseperti lkomputer ldan lkoneksi linternet lsudah 

ltersedia ldengan lcukup lbaik. lOperator lSIMKAH lmaupun lmasyarakat 

lsudah lmemahami ldengan lbaik lbagaimana lcara lmenggunakan 

lSIMKAH. lHanya lsaja lmasih lterdapata lkendala ljika lkoneksi lserver 

lpusat lmelemah lmaka lpencatatan ldengan lSIMKAH lterpaksa ltidak lbisa 

ldilakukan lsampai lkoneksi lserver lpusat lstabil lkembali.12 

  Persamaan lskripsi ldengan lpenelitian lyang lakan ldi llakukan lterletak 

lpada lpenerapan laplikasi lSIMKAH ldi lKUA. lSedangkan lperbedaannya 

ladalah lskripsi lini lmembahas ltentang lefektifitas lpencatatan lpernikahan 

lmenggunakan lSIMKAH lWeb ldengan lmenggunakan lmanual, lberbeda 

ldengan lpeneliti lmemfokuskan lpada pemahaman dan pengetahuan 

                                                             
12 lFathur lRizki lAlbiansyah, l“Evektifitas lSistem lInformasi lManajemen lNikah l(SIMKAH) ldalam 
lpencatatan lperkawinan ldi lKantor lUrusan lAgama lKecamatan lPriuk), l(Universitas lNegeri lSunan 
lGunung lDjat lBandung l,2022). 
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masyarakat Desa Slumbung terhadap SIMKAH serta faktor yang 

mempengaruhinya


